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Abstract. Baduy custom community has its own way of managing rice yields by having rice barns called leuit. Every family has a Leuit. Customary law related to the existence of leuit becomes important to be studied, considering with the leuit, food can be available in a long time and still feasible to be consumed. This paper examines how Baduy customary law regulates the existence of leuit realizing food security. The research method used is empirical research method with primary data retrieval technique through interview and observation in Baduy. The results is revealed that Baduy customary law related to leuit regulate for certain purposes along with the accompanying custom ritual. This is the local wisdom of the Baduy community in realizing food security, both food self-sufficiency, food availability and access to food.
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Abstrak. Masyarakat adat Baduy memiliki cara tersendiri dalam mengelola padi hasil panen dengan memiliki lumbung padi yang disebut leuit. Dengan adanya leuit, pangan dapat tersedia dalam waktu yang lama dan masih layak untuk dikonsumsi. Tulisan ini mengkaji bagaimana hukum adat Baduy mengatur tentang keberadaan leuit bagi setiap kepala keluarga dalam kerangka mewujudkan ketahanan pangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris dengan teknik pengambilan data primer melalui wawancara dan observasi di Baduy. Hasil penelitian diketahui bahwa hukum adat Baduy terkait dengan leuit mengatur tentang tata cara pembuatan leuit, penyimpanan padi ke dalam leuit, pengambilan padi dari dalam leuit untuk keperluan tertentu beserta ritual adat yang menyertainya. Hal ini merupakan kearifan lokal masyarakat Baduy dalam mewujudkan ketahanan pangan, baik kemandirian pangan, ketersediaan pangan dan akses terhadap pangan tersebut.
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Pendahuluan

Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki lahan subur yang menjanjikan kondisi kehidupan yang layak dalam hal penyediaan pangan. Namun pada kenyataannya ketergantungan negara pada komoditi pangan dari negara tetangga masih sangat besar. Tentu saja ini menjadi ironi. Sebagai Negara agraris, masih saja mengimpor beras sebagai bahan makanan pokok dari Negara lain. Tanah yang subur seharusnya mampu untuk menghasilkan beras dan memenuhi kebutuhan pokok bagi masyarakat Indonesia. Pola manajemen pengelolaan pangan sebenarnya yang menjadi penyebab dari kondisi pangan yang saat ini dialami di negara Indonesia.
Pengelolaan pangan yang dilakukan belum dapat memberikan kemandirian pangan bagi para petani itu sendiri. Seyogyanya, sebagai Negara agraris, pangan dapat dikelola dengan baik sehingga dapat terwujud ketahanan pangan. 
Terkait dengan ketahanan pangan di era modern, tidak ada salahnya bila menengok ke masyarakat adat. Dalam masyarakat adat Baduy, terdapat sebuah kearifan lokal yang telah dijalankan selama beratus-ratus tahun silam dalam hal aturan kewajiban adat untuk memiliki leuit Baduy, salah satu tujuannya yaitu agar warganya tidak akan pernah kelaparan. Padi yang disimpan di dalam leuit akan bertahan selama puluhan tahun ke depan. Ini pun menjamin ketersediaan pangan bagi anak cucu mereka.

Hukum adat yang mewajibkan untuk memiliki leuit bagi setiap warga Baduy tersebut menjadi sebuah aturan yang baik dalam mewujudkan ketahanan pangan bagi warga Baduy. Memiliki leuit yang berfungsi untuk menyimpan padi selama puluhan tahun, menjadikan warga Baduy dapat mandiri secara ekonomi, tidak bergantung pada ketersediaan beras yang disediakan warga luar Baduy ataupun Negara. Dengan adanya leuit, warga Baduy dapat terhindar dari kerawanan pangan.  

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah mengkaji dan mengetahui kearifan lokal tata aturan hukum adat Baduy terkait dengan kewajiban warganya dalam memiliki leuit untuk menyimpan padi. Hasil kajian tersebut diharapkan dapat menjadi masukan bagi kebijakan ketahanan pangan dalam hukum positif.

Urgensi penelitian terletak pada kajian mengenai kearifan lokal tata aturan hukum adat Baduy yang mewajibkan setiap warganya untuk memiliki leuit untuk menyimpan padi dan aturan adat lain terkait dengan leuit tersebut. Sehingga dapat ditemukan tata aturan serupa untuk dapat dijadikan masukan bagi kebijakan publik dalam warga masyarakat modern, yang berupa hukum positif dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan.
Metode Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris dengan tipe penelitian sosiologi tentang hukum. Penelitian sosiologi tentang hukum mengkonstruksikan hukum bukan sebagai suatu sistem norma dalam bentuk peraturan perundangan yang selama ini dipahami, tetapi hukum dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajeg, dan terlembagakan serta mendapat legitimasi secara sosial. (Fajar, Mukti & Achmad, Yulianto, 2010: 48).
Penelitian sosiologi tentang hukum mengamati bagaimana hukum yang hidup di dalam masyarakat. Apa yang menjadi karakteristik sebuah perilaku masyarakat di suatu wilayah dalam suatu aspek kehidupan sosial untuk selanjutnya dipaparkan dan dianalisis secara deskriptif kualitatis untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai hubungan antara kepentingan-kepentingan dan segala nilai yang dianut dan diyakini oleh masyarakat tersebut. (Fajar, Mukti & Achmad, Yulianto, 2010: 56).
Perilaku yang ingin dikaji adalah kearifan lokal dalam hukum adat Baduy terkait dengan keberadaan leuit untuk menyimpan padi. Beberapa perilaku lain yang terkait dengan leuit tersebut, semisal tidak menjual padi hasil panen, membuat leuit terpisah dari rumah, dan mungkin perilaku lain yang kesemuanya dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan warga Baduy.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian iniadalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk mengungkap apa yang ada di balik perilaku masyarakat yang tampak untuk memahami hukum yang hidup di dalamnya. (Fajar, Mukti & Achmad, Yulianto, 2010: 57).
Dalam hal ini, ingin mengungkap hukum dibalik perilaku membuat leuit, menyimpan padi di leuit dan perilaku lain terkait dengan adanya leuit.

Data yang digunakan adalah data primer sebagai sumber data utama dan data sekunder atau kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi ke Suku Baduy. Wawancara dan observasi dilakukan untuk menggali fakta-fakta sosial yang tidak hanya muncul di permukaan, seperti adanya leuit tetapi menggali lebih dalam terkait dengan kewajiban memiliki leuit bagi warga Suku Baduy.

Hasil analisis tersebut kemudian disajikan secara deskriptif yaitu memberi gambaran secara utuh mengenai kearifan lokal kewajiban adat masyarakat Baduy dalam memiliki leuit sebagai wujud ketahanan pangan di masyarakat tradisional. Hasil kajian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemangku kebijakan untuk membuat aturan dalam kerangka ketahanan pangan nasional.

Hasil dan Pembahasan

Ketahanan Pangan dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia
Secara sederhana ketahanan pangan adalah suatu keadaan dimana semua rumah tangga baik secara fisik maupun ekonomi mempunyai kemampuan mencukupi kebutuhan pangan untuk seluruh anggota keluarganya. Ada 3 dimensi yang secara implisit terkandung di dalamnya, yaitu ketersediaan, stabilitas dan kemampuan untuk mendapatkan dan memproduksi (aksesibilitas) pangan. Ketersediaan pangan mengisyaratkan adanya rata-rata pasokan pangan yang cukup dan tersedia. Stabilitas dapat dipandang sebagai kemampuan meminimalkan kemungkinan konsumsi pangan terhadap permintaan konsumsi, khususnya di masa-masa sulit. Aksesibilitas mengingatkan pada kenyataan bahwa walaupun pasokan melimpah, banyak orang kekurangan pangan sebagai akibat keterbatasan sumberdaya untuk mem-produksi atau membeli pangan yang dibutuhkan. (Hanafie, Rita. 2010: 39-40).
Dalam kaitan ini, penting diingat bahwa jika kebutuhan pangan dipenuhi melalui eksploitasi sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui atau merusak lingkungan maka tidak akan menjamin ketahanan pangan dalam jangka panjang. Sistem ketahanan pangan dikatakan mantap apabila mampu memberikan jaminan bahwa semua penduduk setiap saat pasti memperoleh makanan yang cukup sesuai dengan norma gizi untuk kehidupan yang sehat, tumbuh dan produktif. Ancaman resiko atau peluang kejadian sebagian penduduk menderita kurang pangan merupakan indikator keragaan akhir dari sistem ketahanan pangan. (Hanafie, Rita. 2010: 39-40).

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, memberikan pengertian pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. 

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. 

Sedangkan Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
Lebih jauh lagi, undang-undang pangan memberikan pengertian tentang Kemandirian Pangan, yaitu kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.
Jika sudah mandiri, maka akan berdaulat. Undang-undang pangan memberikan pengertian Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
Ketahanan pangan harus mencakup faktor ketersediaan, distribusi, dan konsumsi. Faktor ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Distribusi berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien untuk menjamin agar masyarakat dapat memperoleh pangan dalam jumlah, kualitas dan keberlanjutan yang cukup dengan harga yang terjangkau. Sedangkan faktor konsumsi berfungsi mengarahkan agar pola pemanfaatan pangan secara nasional memenuhi kaidah mutu, keragaman, kandungan gizi, kemananan dan kehalalannya. (Prabowo, Rossi. 2010: 63) 
Fokus ketahanan pangan tidak hanya pada penyediaan pangan tingkat wilayah tetapi juga penyediaan dan konsumsi pangan tingkat daerah dan rumah tangga bahkan individu dalam memenuhi kebutuhan gizinya. Pengembangan pertanian diharapkan mampu membuka peluang lapangan kerja dan peluang usaha. Penguatan ketahanan pangan keluarga bukan hanya membutuhkan partisipasi kepala keluarga sebagai pemimpin rumah tangga, tetapi juga membutuhkan partisipasi ibu rumah tangga sebagai pengelola dan penyedia pangan keluarga. Dengan demikian program penguatan ketahanan pangan ini diarahkan pada seluruh anggota keluarga. Keterlibatan anggota keluarga dalam program diharapkan dapat mempercepat proses pencapaian program kelak. (Syarief, Rizal. Sumardjo, Fatchiya, Anna. 2014: 11)

Penguatan ketahanan pangan oleh seluruh anggota keluarga sudah dilakukan oleh masyarakat adat Baduy. Seluruh anggota keluarga berpartisipasi dalam melakukan kegiatan bercocok tanam, panen, menyimpan padi dan membuat leuit untuk tempat penyimpanan padi. Pembuatan leuit ini pun menjadi kewajiban bagi seluruh warga Baduy.

Leuit Baduy sebagai Perwujudan Ketahanan Pangan Warga Baduy

Masyarakat Baduy yang menetap di wilayah administrasi Propinsi Banten, terletak pada 6°27'27"-6°30' Lintang Utara(LU) dan 108°3'9"-106°4'55" Bujur Timur (BT), tepatnya di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak. Masyarakat Adat Baduy terdiri dari dua kelompok besar yaitu; Baduy Dalam yang mendiami tiga kampung; Cikeusik, Cikertawana dan Cibeo, serta Baduy Luar yang bertempat tinggal setidaknya di 51 kampung.

Masyarakat Baduy mendiami kawasan Pegunungan Keundeng, memiliki tanah adat kurang lebih sekitar 5.108hektar, mereka memiliki prinsip hidup cinta damai, tidak mau berkonflik dan taat pada tradisi lama mereka, serta hukum adat, dan tentu saja memiliki kearifan lokal tradisional sendiri yang dianggap unik dan menarik bagi orang luar Baduy. Masyarakat Baduy secara umum telah memiliki konsep dan mempraktekkan pencagaran alam (nature conservation). Misalnya mereka sangat memperhatikan keselamatan hutan. Hal ini mereka lakukan karena mereka sangat menyadari bahwa dengan menjaga hutan maka akan menjaga keterlanjutan ladangnya juga. Lahan hutan yang berada di luar wilayah permukiman, biasa mereka buka setiap tahun secara bergilir untuk dijadikan lahan ladang. (Suparmini, 2014: 47)
Masyarakat Adat Baduy merupakan komunitas adat yang masih memegang teguh hukum adat dan menjaga keserasian alam lingkungan hidupnya. Pola kehidupan yang khas, bersahaja, sederhana, gotong royong, taat pada hukum adat, dan patuh terhadap petuah-petuah leluhur serta dekat dengan alam, yang diterapkan dalam keseharian oleh masyarakat adat Baduy. Penegakan hukum bukanlah sebatas menjaga isi aturan tapi menjaga keseimbangan dengan alam.

Masyarakat Adat Baduy khususnya Baduy Dalam masih memegang teguh amanat adat, wejangan leluhur berupa “Nu buyut teu meunang robah” dimana perintah leluhur yang telah dilakukan secara turun menurun, menjadi kebiasaan, menjadi tradisi bahkan kemudian menjadi hukum adat maka tidak boleh sekalipun berubah sehingga menjadi landasan dasar dalam berinteraksi antar sesama manusia, manusia dengan alam dan dengan penciptanya. Dalam hal ini masyarakat adat Baduy konsisten memegang teguh hukum adat mereka, sekalipun hal tersebut tidak ditegaskan dalam perintah tertulis, namun bukan berarti setiap anggotanya tidak patuh akan justru menjadi kesadaran hukum yang unik yang bisa dipelajari dari Baduy.  
Masyarakat adat Baduy dalam menjalani kesahariannya tidak terlepas dari tradisi yang selalu mereka jalankan. Karakter fisik dan kebudayaan adat Sunda sebagai jati diri ini yang masih dipelihara dan diperkuat sebagai identitas budaya dan warisan budaya nasional. Tradisi adat Baduy ini telah menata seluruh kehidupannya baik sebagai individu maupun sebagai kelompok sosial dan religius. Dalam tradisi dan filosofi adat telah ada cara untuk bertahan hidup, salah satu contohnya dalam kebiasaan membangun. (Jambak, Irvan. 2014: 1). Membangun leuit merupakan salah satu bangunan yang khas dan diwariskan turun temurun di warga Baduy.

Berbagai perilaku masyarakat Baduy merupakan warisan turun temurun, termasuk cara mengelola lahan dan hasil panen, juga merupakan salah satu perintah buyut yang telah dilakukan oleh leluhur mereka dan dilestarikan secara turun menurun dan akan terus dipertahankan. Masyarakat adat Baduy menggunakan sistem sawah kering, tadah hujan di ladang (huma), berbeda dengan cara bercocok tanam di beberapa daerah lainnya. Baduy melarang adanya pengelolaan sawah basah dan penggunaan alat-alat pertanian seperti pacul dan cangkul terlebih lagi alat-alat modern. 

Cara perladangan atau huma ini adalah salah satu teknik bercocok tanam yang menyesuaikan dengan kecerdasan setempat (local genius) karena masyarakat Baduy memahami bahwa pemanfaatan lahan kritis menjadi solusi keberlangsungan hidup dan kelestarian alam, selain untuk menjaga ketahanan pangan mereka sendiri, Baduy juga menyumbang kelestarian alam dengan tetap menjaga hutan karena mereka tidak merusak hutan dalam setiap pembukaan lahan untuk huma. (Jambak, Irvan. 2014: 1).
Masyarakat Baduy yang bermukim di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, masih tetap kokoh mempertahankan sistem huma sebagai kebisaan leluhurnya yang diwariskan secara turun temurun. Bagi masyarakat Baduy, berladang (ngahuma) bukan saja dianggap sebagai usaha tani untuk mendapatkan keuntungan ekonomi (kepentingan interest), tetapi juga dianggap sebagai suatu kewajiban dalam agama mereka, Sunda Wiwitan atau Sunda asli (kepentingan moral). (Iskandar, Johan. Iskandar, Budiawati S.  2014)

Proses penanganan paska panen dari masyarakat Baduy pun mencerminkan betapa sistem budaya dan adat yang telah mereka bangun sesungguhnya dapat dipelajari untuk menjadi kajian ketahanan pangan. Masyarakat Baduy menyimpan hasil panen mereka dalam sebuah lumbung padi yang disebut leuit.

Hasil pertanian suku Baduy ada yang dijual dan ada yang hanya untuk keperluan pribadi. Hasil pertanian yang berupa padi hanya untuk kepentingan sendiri, mereka tidak menjualnya. Biasanya setelah panen padi dikeringkan langsung dimasukan ke dalam lumbung padi yang disebut Leuit. Lumbung padi (leuit) terbuat dari anyaman bambu yang dirangkai dengan kayu-kayu besar dan beratapkan kirai (sabut kelapa). Setiap keluarga Baduy memiliki satu atau lebih leuit. Padi yang disimpan di lumbung dimanfaatkan untuk kebutuhan pangan sehari-hari dan lebih diutamakan untuk digunakan pada saat upacara adat. (Suparmini, Setyawati, Sriadi. Sumunar, Dyah Respati Suryo. 2013: 8) 
Dalam adat Baduy, menurut Jaro Alim, hasil pertanian berupa padi tidak boleh dijual, tetapi hasil pertanian berupa pisang, singkong dan sejenisnya, itu boleh untuk dijual. Aturan adat Baduy melarang menjual padi ataupun beras tetapi membolehkan membeli padi atau beras.
Setiap kepala keluarga memiliki setidaknya satu leuit, meskipun kepemilikannya milik perorangan, bukan milik adat namun masyarakat Baduy tidak bisa membuka leuit tanpa seijin Puun dan Jaro (pemimpin adat). Di Kampung Cikeusik misalnya, yang terdiri dari 81 rumah dan 131 KK (Kepala Keluaga) memiliki lebih dari 250 buah leuit. Setiap kepala keluarga memiliki paling sedikit 2 sampai 5 buah leuit. Bahkan puun Cikeusik memiliki 8 buah leuit.

Leuit adalah tempat menyimpan padi. Menurut Ayah Mursyid, di masyakat Baduy, terdapat dua jenis leuit, yaitu leuit Lenggang yang terdapat di Baduy Dalam dan Leuit Gugudangan di Baduy Luar. Perbedaannya adalah Leuit Lenggang menggunakan Gelebeg (kayu untuk menahan tikus naik ke dalam leuit). Ukuran leuit ada yang 7 jengkal atau 5 jengkal. Leuit dibuat pada saat sudah menikah, sudah berkeluarga sendiri dan terpisah dari ibu atau orang tua. Maka pada saat itu harus memiliki leuit, baik dengan membuat sendiri atau mendapatkan warisan leuit dari orang tua. Meskipun belum punya rumah sendiri tetapi jika sudah menikah maka harus punya leuit sendiri.
Menurut Jaro Alim, setiap warga Baduy yang sudah menikah, maka disarankan untuk segera memiliki leuit, hal itu dimaksudkan agar keluarganya tidak menderita kelaparan. Memiliki leuit bukanlah kewajiban adat bagi semua warga baduy, tetapi merupakan hal yang diwajibkan bagi yang memiliki kemampuan secara ekonomi saja. Bisa dikatakan memiliki leuit ini merupakan kewajiban adat bagi yang mampu. Memiliki leuit sudah menjadi kebiasaan turun temurun, setiap warga yang sudah menikah, pasti akan membuat leuit untuk menyimpan hasil panen nya tahun itu. Hal itu didasarkan pada kesadaran hukum dan ketaatan mereka pada kebiasaan adat leluhur dari zaman dahulu.

Menurut Ayah Mursyid, ada 2 jenis indung padi, yaitu indung pamelakan dan indung pamipitan. Jumlah batangnya ganjil, antara 5, 7, atau 9 batang. Tergantung dari niat si pemilik. Batang padi tersebut dicabut dengan akarnya, bahkan tanah yang terbawa pun dibawa serta. Tidak dengan cara dipotong sebagaimana padi yang lain. indung pamelakan adalah padi yang diambil dari panen terakhir, yang nantinya akan menjadi bibit. Indung pamipitan itu merupakan padi dari panen pertama. Dua indung ini, Disatukan di dalam leuit dengan diikat beserta dengan daun-daun lain seperti daun kukuyaan, mara pepek yang dipercaya  dapat menjadi  obat hama.

Menyimpan dua indung padi tersebut di dalam leuit, disebut dengan ritual salametan ngadiukeun indung. Hal ini dilakukan dengan mencari waktu waktu terbaik terlebih dahhulu. Yang dihitung oleh puun atau kokolot yang paham mengenai kolenjer Baduy atau penanggalan Baduy.

Untuk memasukan hasil panen tadi, dimulai dari indung pare dengan tata cara yang sudah diatur oleh hukum adat Baduy, yaitu yang mengantarkan menuju leuit harus perempuan dengan menggunakan baju adat yaitu memakai kain samping (bawahan) dan karembong (selendang), tetapi tidak memakai baju atasan. Sementara yang membawa masuk ke dalam Leuit adalah harus laki-laki tanpa menggunakan baju atasan, bisa pemiliknya, boleh juga yang dituakan, yang mengerti tatacara ngadiukeun indung. Hal itu disebabkan, selain ada tata caranya juga ada mantra-mantra tertentu yang harus dibacakan yang disebut ngadoa. Mantra tersebut hanya diketahui oleh warga Baduy.

Setelah ngadiukeun indung, dilangsungkan acara salametan yang diisi dengan pembacaan doa dan makan bersama (bacakan) di sekitar leuit. Pada saat makan bersama itulah orang tua memberikan pelajaran berladang dan aturan adat terkait leuit terhadap anak-anaknya.

Untuk padi yang sudah masuk ke dalam leuit, tidak dapat sembarangan diambil kembali untuk keperluan sehari-hari. Hanya untuk keperluan antara lain: acara adat, selametan (hajatan) baik hajatan pernikahan atau sunatan, seba Baduy. Ketika panen tiba, maka padi hasil panen, akan dipisahkan untuk disimpan di leuit dan untuk diserahkan pada saat acara Seba Baduy. Yaitu sebuah upacara penyerahan hasil tanaman kepada Ibu Gede. Seba Baduy tahun 2017 ini dilaksanakan 28-29 April yang lalu bertempat di Pendopo Kantor Gubernur.

Sedangkan hasil panen untuk keperluan sehari-hari disimpan di rumah atau gubuk di ladang. Tata cara ngambil padi yang sudah di dalam leuit pun diatur sedemikian rupa, yaitu terdapat beberapa aturan dan mantra doa yang harus dibacakan. Pada saat mengambil, hanya laki-laki yang dibolehkan mengambil padi dari dalam leuit, dengan hanya memakai kain bawahan. Sedangkan yang membawa padi ke Lisung untuk ditumbuk adalah perempuan. Yang disebut dengan nutu, nutu dilakukan pada hari-hari tertentu, ga boleh atau pantangan hari selasa dan jumat.

Padi yang disimpan di dalam leuit tidak akan rusak, melainkan hanya berubah warna. Yang mengganggu padi hanya tikus dan hama. Pembuatan leuit yang tidak sesuai dengan aturan adat, serta menyimpan indung padi tidak mengikuti aturan adat, baik bentuk leuit, hari menyimpan padi, dapat berpengaruh ke dalam ketahanan padi. Termasuk ketika menanam padi, jika tidak sesuai dengan hukum adat, maka akan berpengaruh terhadap kelangsungan ketahanan pangan mereka. Misalnya terkena serangan hama. Karena masyarakat adat baduy, dengan kolenjer (penanggalan) mereka, sudah mengetahui siklus  alam termasuk pergerakan binatang dan hama.

Dalam hukum adat Baduy, penentuan perihal hari baik untuk menanam padi, memanen, dan menyimpan padi di dalam leuit, hal itu semata-mata agar padi yang dihasilkan tetap baik. Masyarakat adat Baduy, telah melakukan ini selama beratus-ratus tahun. Terbukti hal tersebut efektif dalam menjaga ketahanan pangan mereka.

Kebiasaan memiliki leuit ini jika dilihat dari fungsinya yaitu sebagai penjaga kebutuhan padi, baik untuk kehidupan sehari-hari, maupun untuk diwariskan kepada anak cucu kelak di kemudian hari sehingga tidak ada keluarga yang kekurangan maupun kelebihan persediaan padi di rumah. Padi dalam leuit akan menjadi harta yang diwariskan kepada ahli waris. Padi yang disimpan dalam leuit dapat bertahan hingga ratusan tahun dan tetap layak untuk dikonsumsi.
Berbagai proses dan ritual yang dilakukan sebelum padi dimasukan ke dalam leuit, diyakini akan memberikan kekuatan dan menjadikan padi tersebut dapat bertahan lama. Setelah dipanen, padi kemudian diiket menjadi beberapa iket. Kemudian dijemur sampai kering. Proses ini dilakukan di huma. Setelah kering, padi dipanggul di bawa ke leuit. Tidak boleh dibawa pulang dulu ke rumah, melainkan harus langsung masuk ke dalam leuit.

Ketika disimpan di dalam leuit, ada mantra-mantra yang harus dibacakan dan diberikan daun cangkudu yang dikasih air, untuk kemudian dipercikan ke padi tersebut agar tidak kena hama. Sederet ritual lain pun menjadi pelengkap dari tradisi ini.

Pembuatan leuit pun sudah diatur sedemikian rupa oleh para leluhur. Memilih kayu yang akan digunakan sebagai bahan bangunan leuit. Atap rumbia/ijuk, arsitektur bangunan leuit yang dapat mencegah masuknya tikus pun tercipta sejak leuit dibuat, ratusan tahun yang lalu. 

Tempat dibangunnya leuit pun rupanya sudah dipertimbangkan sedemikian rupa oleh leluhur Baduy. Leuit wajib dibangun jauh di luar perkampungan. Paling sedikit sekitar 100 meter dari kampung. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan ketika terjadi musibah kebakaran kampung. Leuit yang dibangun jauh diluar kampung, tidak akan ikut terbakar. Dengan demikian mereka masih memiliki stok cadangan makanan. 

Penempatan leuit yang sedemikian rupa mencerminkan pola ketahanan pangan yang dimiliki oleh masyarakat Baduy. Alasan sederhana agar ketika terjadi kebakaran masih ada cadangan makanan tetapi mengandung filosofi yang tinggi yang mungkin tidak terpikirkan oleh masyarakat modern saat ini.

Masyarakat Baduy adalah masyarakat sederhana yang hidup dalam keseharian dengan tatanan lokal yang sanggup membuat mereka hidup dengan teratur selama ratusan tahun. Mereka hidup harmonis berdampingan dengan alam dan sesama manusia. Masyarakat Baduy adalah peladang, menanam padi huma, memanen dan menyimpannya pada leuit (lumbung) masing-masing keluarga yang terletak di pinggir desa.
Sistem bercocok tanam dan pengelolaan hasil panen dari masyarakat Baduy ini terbukti telah menjaga kedaulatan pangan dan ketahanan pangan bagi masyarakat Baduy itu sendiri. Kontribusi pelestarian alamnya juga dapat dirasakan bagi masyarakat di luar Baduy. Oleh karena itu menggali kearifan lokal terkait ketahanan pangan di masyarakat Baduy menjadi penting untuk kemudian dijadikan pertimbangan dalam menjawab tantangan ketahanan pangan nasional. 

Kearifan lokal yang telah dihidupkan oleh Masyarakat Adat Baduy mencerminkan keselarasan hidup dengan alam yang kemudian dapat menjamin keberlangsungan hidup mereka, petuah dari leluhur yang diteruskan turun temurun menjadikan tingginya kesadaran hukum dalam diri setiap anggota masyarakat Baduy.

Pewarisan petuah ini dilakukan secara rutin melalui pertemuan antara ketua adat (puun) dengan warga Baduy. Pertemuan itu untuk menyampaikan berbagai hukum adat yang dianut. Disampaikan secara lisan karena hukum adat Baduy tidak boleh dituliskan. Sehingga semua hukum adat dapat diketahui secara turun temurun langsung dan lisan.

Dalam  hukum adat Baduy tidak boleh sekolah, mereka belajar sesuai dengan kebiasaan belajar mereka. Yaitu anak laki-laki belajar dengan bapaknya, anak perempuan belajar dengan ibunya.

Kajian hukum adat yang memuat kearifan lokal seperti di Baduy ini, sudah seharusnya memiliki tempat bagi perumusan hukum nasional, bukan lantas menjadi inferior terhadap dari pada hukum barat sebagaimana dikhawatirkan oleh Artidjo Alkostar; Konotasinya, kita terjebak dalam pandangan yang diskriminatif karena kita tidak pernah menempatkan nilai luhur tradisi dan Hukum Adat pada posisi proposional dalam rancangan Tata Hukum Nasional. (Alkostar, Artidjo. 1998: )
Ada sebuah pepatah Baduy yaitu: 

Tanah teu meunang digaru, diwuluku (dibajak), disawah, dikipar, teu meunang ditincak munding, teu meunang ditincak kambing. Lamun dilakukeun, engkena bakal aya cilaka, seperti longsor cai, gempa bumi, gelap gede, kena angin topan, penyakit keras ka manusa, keur usum halodo nempel ka halodo, keur usum hujan nempel ka hujan, nempel ka panyakitna.
(Tanah tidak boleh dibajak, tidak boleh diinjak munding atau kambing. Jika hal itu terjadi, maka akan muncul petaka, seperti longsor, banjir, angin topan atau pun penyakit keras terhadap manusia).
Sanksi alam di atas lah yang membuat masyarakat adat Baduy tetap pada aturan adat yang diyakini sampai saat ini. Tidak ada sanksi pidana bagi masyarakat yang melanggar, akan tetapi kekhawatiran akan mendapatkan penderitaan akibat dari pelanggaran adatlah yang kemudian membuat masyarakat Baduy tetap patuh pada hukum adat mereka.

Simpulan dan Saran
Keberadaan leuit dalam masyarakat adat Baduy memiliki hukum adat tersendiri. Mulai dari pembuatan leuit, model bangunannya, ukurannya serta jarak dari rumah terhadap leuit juga diatur sedemikian rupa. Menyimpan padi ke dalam leuit pun ada ritualnya yang disebut salametan ngadiukeun indung. Mengambil padi dari dalam leuit pun tidak sembarangan, ada aturan yang mengikat dan harus dilakukan. Semua tahapan itu dilakukan dengan terlebih dahulu dihitung hari baik sesuai dengan kolenjer (kalender) Baduy. Semua tahapan harus dilakukan mengikuti hukum adat yang berlaku, dengan tujuan agar padi yang disimpan di dalam leuit dapat terus tahan lama dan layak untuk dimakan. Pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat berdampak pada buruknya padi yang disimpan di dalam leuit. Oleh karenanya, berbagai aturan adat Baduy terkait keberadaan leuit tersebut dalam pelaksanaannya dapat mewujudkan ketahanan pangan, baik kemandirian pangan, ketersediaan pangan dan akses terhadap pangan tersebut.

Model ketahanan pangan yang dipraktekan di masyarakat adat Baduy dapat diimplementasikan dalam masyarakat modern. Antara lain dengan cara membuat lumbung-lumbung di desa atau pun daerah penghasil padi. Untuk lebih memudahkan dalam pelaksanaannya, pengaturan terkait keberadaan lumbung di setiap desa penghasil padi dapat dibuat dalam peraturan pemerintah daerah setempat. Pengaturan tersebut semata-mata untuk mewujudkan ketahanan pangan. 
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